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ABSTRAK 

 

PT Smatrfen Tbk Bandar Lampung adalah salah satu 

perusahaan dibidang telekomunikasi yang mempunyai karyawan 

dalam jumlah besar. Kesehatan terhadap pekerja merupakan suatu 

keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini baik 

pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus di perhatikan 

sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar pekerjaBerdasarkan 

uraian tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 

proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Jaminan Kesehatan 

Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. 

Smartfren Tbk Bandar Lampung)”. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi jaminan kesehatan 

bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung? dan (2) 

Bagaimana pandangan menurut hukum ekonomi syariah mengenai 

sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. 

Smartfren Tbk Bandar Lampung?  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat 

deskriptif analisis. Sumber data di dapatkan dari responden yaitu 

karyawan PT Smartfren Tbk Bandar Lampung. Teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analis dlam penelitian ini adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan kesehatan bagi 

pekerja di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung belum berjalan dengan 

maksimal. Hal ini tetapi pemenuhan hak kesehatan kepada pekerja 

nyatanya tidak berjalan secara komprehensif sebab hanya 60% pekerja 

yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, faktor ekonomi, 

permasalahan mengenai rendahnya kesadaran dan partisipasi dari 

pekerja serta rendahnya pengetahuan pekerja terhadap pentingnya 

jaminan kesehatan. Pandangan menurut hukum ekonomi syariah 

mengenai sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) 

termasuk dalam akad tabarru’ dan wakalah yang didasarkan pada asas 

kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Jaminan kesehatan 

yang bersifat ta’awun atau tolong menolong dibolehkan dalam syariat 

Islam, karena hal itu termasuk akad tabarru’ dan sebagai bentuk 



iii 

 

tolong-menolong dalam kebaikan. BPJS Kesehatan untuk 

mengelolakan dan menyalurkan dananya jika ada yang membutuhkan. 

 

Kata kunci : Jaminan kesehatan, hukum ekonomi syariah, UU 

cipta kerja, pekerja. 
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MOTTO 

 

َ يأَمُْرُ بِِلعَْدْلِ وَالِْْحْسَانِ وَاِيتَْاۤئِ ذِى القُْرْبٰه وَينَْْهى  عَنِ الفَْحْشَاۤءِ  ۞ اِنَّ الّلّه

 ٠٩وَالمُْنْكَرِ وَالبَْغْيِ يعَِظُكُُْ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُوْنَ 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

(QS. An-Nahl (16) : 60). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam  memahami 

judul skripsi ini maka terlebih dahulu menguraikan beberapa 

istilah penting dari judul “Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi 

Pekerja Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. 

Smartfren Tbk Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah tersebut 

adalah :  

Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah 

implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu 

Jaminan kesehatan adalah adalah program jaminan sosial 

yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip 

asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
1
 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

Gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
2
 Pekerja 

yangdimaksudkan dalam penelitian ini adalah para karyawan PT. 

Smartfren Tbk Bandar Lampung. 

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas 

atau prilaku mnusia secara aktual dan empirikal, baik dalam 

produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam 

yang bersumber dari al-qur‟an dan as-sunnah serta ijma‟ para 

ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
3
 

                                                             
1 Philipus M. Hadjo, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Surabaya: Bina 

Ilmu, 2010), 13. 
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 4. 
3 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2006), 24. 
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PT. Smartfren Tbk (FREN) adalah penyedia jasa 

telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki akses 

seluler dan mobilitas terbatas (fixed wireless access), dan 

memiliki jaringan CDMA EV-DO (jaringan bergerak setara 

dengan 3G broadband) adalah terbesar di Indonesia. 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maksud dari judul 

skripsi ini adalah suatu penelitian yang mengupas tentang 

jaminan sosial kesehatan bagi para karyawan PT. Smartfren Tbk 

Bandar Lampung berdasarkan syariat Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Konsep keadilan ekonomi dalam ajaran Islam 

mengharuskan setiap manusia mendapatkan haknya serta 

larangan untuk tidak mengambil hak atau bagian dari manusia 

yang lainnya. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini 

selain bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja juga untuk 

kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama Islam. Ajaran Islam 

sangat memperhatikan nasib para buruh atau karyawan dengan 

menganugerahkannya gambaran-gambaran paling utama dan 

sifat-sifat terpuji, karena Islam menetapkan terjaminnya 

kehidupan yang baik dan mulia. Sebagaimana yang terkadung 

dalam firman Allat Swt QS Al Hadid ayat 25 yang berbunyi : 

انَ مِيَقُوْمَ امنَّاسُ  نتِٰ وَاَنْزَمنَْا مَعَهُمُ امْكِتٰبَ وَاممِْيَْْ مقَدَْ اَرْسَلنَْا رُسُلنََا بِِمبَْيِّ

ُ مَنْ  مَناَفِعُ نِلنَّاسِ وَمِيَعْلَََ الّلّٰ بِِمقِْسْطِِۚ وَاَنْزَمنَْا امحَْدِيدَْ فِيْوِ بأَسٌْ شَدِيدٌْ وَّ

هٗ وَرُسُلََٗ بِِمغَْيْبِ   َّنْصُُُ َ قوَِيٌّ عَزِيْزٌ  ي  ٥٢ ࣖاِنَّ الّلّٰ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami 

turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS Al Hadid (57) : 25) 

Manusia memiliki kebutuhan yang sangat kompleks 

sehingga mereka dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut baik melalui pekerjaan yang diusahakan sendiri ataupun 

bekerja sebagai karyawan dari perusahaan orang lain. Karyawan 
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merupakan bagian penting pada suatu perusahaan, karena tanpa 

peran karyawan kemungkinan sebuah perusahaan tidak akan bisa 

bertahan dan ikut serta dalam menyongsong pembangunan 

nasional. Kesejahteraan karyawan haruslah menjadi tanggungan 

wajib perusahaan agar kesehatan dan keselamatan para pekerja 

atau karyawan terjamin. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, 

karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga 

masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.
4
 Setiap negara 

mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk 

mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan 

kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya 

manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara 

berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran 

pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan 

kebutuhan pokok lainnya. 

Pemahaman kesinambungan masalah dan intervensi yang 

diperlukan masyarakat baik secara individu maupun secara 

umum.
5
 Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan 

sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain 

telah diakui secara internasioal. Hak atas kesehatan meliputi hak 

untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus.
6
 

Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

menyatakan : 

Everyone has the right to a standard of living adequate for 

the health and well-being of himself and of his family, including 

food, clothing, housing and medical care and necessary social 

services, and the right to security in the event of unemployment, 

                                                             
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 

23. 
5 Ede Surya Darmawan and amal Chalik Sjaaf, Administrasi Kesehatan 

Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 14. 
6  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 

23. 
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sickness, disability, widowhood, old age or other lack of 

livelihood in circumstances beyond his control. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf 

kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan 

dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, 

sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang 

diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, 

cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-

keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan 

yang terjadi di luar kekuasaannya. 

Jaminan kesehatan pekerja merupakan tanggung jawab 

negara bukan rakyat, dan dalam Program Jaminan Kesehatan 

merupakan asuransi sosial, seharusnya ada pemerataan berkaitan 

dengan pelayanan kesehatan.
7
  

Imam Asy-Syatiby menggolongkan kebutuhan manusia 

kedalam tiga golongan yang di kenal dengan konsep Maqashid 

Syari‟ah, yaitu dharuriyat, meliputi jiwa, agama, akal, keturunan 

dan harta. Yang mana itu adalah kebutuhan primer yang jika 

tidak dipenuhi maka keselamatan manusia dunia dan akhirat akan 

terancam hajjiyat yaitu kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini 

tidak terpenuhi maka tidak akan terancam keselamatan manusia, 

tapi akan mendatangkan kesulitan, dan tahsiniyyat kebutuhan ini 

adalah kebutuhan pelengkap, jika tidak terpenuhi maka tidak 

mengancam keselamatan dan tidak menimbulkan kesulitan.
8
 

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga ciri khas. 

Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada 

pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian 

layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya, rakyat 

tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat 

pelayanan kesehatan oleh Negara.
9
 

                                                             
7 Tedi Sudrajat, “Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada 

Program Jaminan Kesehatan Nasional,” Jurnal Pandecta Volume 15, no. 1 (2020): 

23, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/23647/10501. 
8 Abd al-Rahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam (Bogor: Al Azhar Press, 

2009), 11. 
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok, Rajagrafindo Persada, 2016), 12. 
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Sistem ekonomi syariah bukanlah sistem ekonomi 

alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melaikan 

merupakan sistem ekonomi solutif atas permasalahan yang saat 

ini muncul. Ilmu ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat 

dengan fiqh dan perundang-undngan Islam (syariah dan tasyri’) 

terutama subyek yang berkaitan dengan hubungan antara manusia 

(muamalah).
10

 

Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih 

elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan 

zaman. Salah satu tantangan zaman yang terjadi di Indonesia saat 

ini adalah membentuk jaminan sosial kesehatan yang sesuai 

dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada fikih muamalah 

yang diterapkan di Indonesia.
11

 

PT Smatrfen Tbk Bandar Lampung adalah salah satu 

perusahaan dibidang telekomunikasi yang mempunyai karyawan 

dalam jumlah besar. Kesehatan terhadap pekerja merupakan 

suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pemberi kerja dalam 

hal ini baik pemerintah maupun swasta. Perlindungan yang harus 

di perhatikan sekurang-kurangnya adalah kebutuhan dasar 

pekerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan proposal skripsi yang 

berjudul “Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja 

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Smartfren 

Tbk Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah jaminan kesehatan bagi 

pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah di PT. Smartfren 

Tbk Bandar Lampung. 

                                                             
10 Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 2. 
11 Muhammad Syafi‟i Antonio, Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari’ah 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2017), 23. 
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2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus 

penelitian dalam proposal skripsi ini adalah : 

a. Penelitian ini fokus pada sistem akad sistem akad terkait 

jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di PT. Smartfren 

Tbk Bandar Lampung 

b. Implementasi jaminan kesehatan di PT. Smartfren Tbk 

Bandar Lampung. 

c. Pandangan hukum ekonomi syariah mengenai sistem 

akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) PT. 

Smartfren Tbk Bandar Lampung. 

d. Faktor-faktor yang mempengarui implementasi jaminan 

kesehatan bagi pekerja di PT. Smartfren Tbk Bandar 

Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi jaminan kesehatan bagi pekerja 

(BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai 

sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja (BPJS) di 

PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengkaji implementasi jaminan kesehatan bagi 

pekerja (BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah 

mengenai sistem akad terkait jaminan kesehatan bagi pekerja 

(BPJS) di PT. Smartfren Tbk Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah 

ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan 

masalah jaminan kesehatan bagi pekerja dan hukum ekonomi 

syariah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum 

ekonomi syariah dan sebagai salah satu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Begya Aurora tahun 2020 tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jaminan Kesehatan dan Keselamatan 

Karyawan Pada Perusahaan Furniture.” Hasil dari penielitan 

ini menunjukkan bahwa Pembinaan manajemen Keselamatan 

dan Kesehatan kerja di UD. Duta Mebel sudah terlaksana 

dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku meskipun ada beberapa hal yang beseberangan. 

Sebagai contohnya yaitu masih ada sedikit pekerja yang lalai 

dalam mengenakan alat-alat pelindung diri ataupun 

melanggar kebijakan lain yang sudah disepakati bersama. 

Dari sudut pandang lain pengusaha juga belum mendaftarkan 

pekerjanya ke BPJS secara merata. Secara umum 

manajemen, perencanaan, pengawasan dan evaluasi K3 

dalam perusahaan sudah sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 

2012.
12

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam 

tentang jaminan kesehatan dan keselamatan karyawan. 

                                                             
12 Begya Aurora, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Kesehatan 

Dan Keselamatan Karyawan Pada Perusahaan Furniture,” Skipsi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2020, 2. 



 8 

Sedangkan penulis fokus pada sistem akad jaminan kesehatan 

bagi pekerja berdasarkan hukum ekonomi syariah. 

2. Didi Sukardi, Eef Saefulloh, Afif Muamar, dan Rina tahun 

2020 tentang “Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja di PT Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) Cabang Gegesik Cirebon dihubungkan 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.” Hasil 

penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum 

keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat 

beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 

poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. 

Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 

sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-

undang tersebut.
13

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Penelitian ini berfokus pada jaminan hukum 

kesehatan dan keselamatan pekerja. Sedangkan penulis fokus 

pada sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan 

hukum ekonomi syariah. 

3. Penelitian Tedi Sudrajat tahun 2020 tentang “Perlindungan 

Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan 

Kesehatan Nasional”. Dalam tulisan ini diketahui terdapat 

perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan 

jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS 

membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan 

peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara 

berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) 

tingkat pertama ke tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, 

terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan 

                                                             
13 Didi Sukardi et al., “Pelaksanaan Jaminan Hukum Kesehatan Dan 

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
Cabang Gegesik Cirebon Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1970,” Skripsi UIN Malik Ibrahim Malang, 2020, 2. 
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program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, 

penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan 

kesehatan.
14

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum 

dan pemenuhan hak pekerja pada Program Jaminan 

Kesehatan Nasional. Sedangkan penulis fokus pada sistem 

akad jaminan kesehatan bagi pekerja berdasarkan hukum 

ekonomi syariah. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis-jenis penelitian dibagi atau digolongkan 

menjadi dua macam, yang pertama adalah penelitian 

kualitatif dan juga penelitian kuantitatif.
15

 Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.
16

 

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data 

berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan 

apa yang ingin diketahui.
17

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, data yang diambil melalui wawancara, 

pengamatan fakta-fakta yang terjadi.fenomena, peristiwa, 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Beberapa 

                                                             
14  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 

23. 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rieneka Cipta, 2021). 
16 Djam‟an Satori and Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung, Alfabeta, 2017), 12. 
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis 

(Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), 43. 
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deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip 

dan menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.
18

 

b. Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses 

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat 

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan 

terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi 

pada situasi yang alami. Penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya 

mengungkapkan sesuatu secara apa adanya.
19

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi 

sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, 

keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang 

dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang 

dimaksud sumber data dari uraian diatas adalah subyek 

penelitian dimana data menempel. Sumber data dapat berupa 

benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.
20

 

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan 

mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 

data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). 

 

 

                                                             
18 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 7. 
19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Fak Psikologi UGM, 1986), 3. 
20 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2008), 28. 
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a. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.
21

 Adapun 

yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer 

antara lain digunakan dengan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

Responden yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT Smartfren Tbk 

Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan 

sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.
22

 

Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku 

yang terkait dan situs-situs internet. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, 

pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi 

objek penelitian
23

. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

130 orang, dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian 

ini adalah karyawan PT Smartfend Tbk Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sebagian 

dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu 

mampu secara representative dapat mewakili 

populasinya.
24

 Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.
25

  Sampel adalah suatu bagian 

                                                             
21 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah (Jakarta: PT Rieneka 

Cipta, 2003), 7. 
22 Ibid,. 40. 
23Ibid,. 42. 
24 Ibid,. 49. 
25 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

Tindakan) (Bandung: Refika Aditama, 2012), 13. 
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populasi yang dianggap mewakili data yang akan 

diteliti.
26

 Teknik pengambilan sampel untuk sebuah 

penelitian adalah jika subjeknya kurang dari 100 orang 

sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau 

lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.
27

 

Sampel dalam penelitian ini adalah 13 orang 

karyawan PT Smartfen TBk Bandara Lampung. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi 

kegiatan pemantaun perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera.
28

 Observasi 

yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung di lapangan dan mencatat tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala dalam objek penelitian. 
29

 

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan 

data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan atau lingkungan penelitian.
30

 

Observasi dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu observasi 

partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan 

observasi tidak terstruktur.
31

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi partisipatif. Observasi partisipatif merupakan 

                                                             
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2019), 20. 
27 Ibid,. 15. 
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Fak Psikologi UGM, 1986), 134. 
29 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya ilmiah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 138. 
30 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan), (Bandung : Refika Aditama, 2012), 202. 
31 Ibid,. 203 
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metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang 

lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat 

kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau 

lingkungan alamiah dari objek. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di PT 

Smartfren Tbk Bandar Lampung. 

b. Wawancara (Interview) 

Metode Interview yang sering disebut dengan 

wawancara atau kuesionar lisan,adalah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.
32

  

Wawancara merupakan salah satu teknik 

pegumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan 

secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat 

juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk untuk 

dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan 

alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya.
33

  Wawancara 

menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak 

terstruktur.
34

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur karena 

alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti. Yang 

dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara 

didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang 

ditetapkan sebelumnya.
35

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan wawancara dengan karyawan PT Smartfren 

Tbk Bandar Lampung. 

                                                             
32  Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya ilmiah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 136. 
33 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : 

Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58. 
34 Ibid,. 60. 
35 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

72 
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c. Metode Dokumentasi 

Menurut Bungin bahan dokumen berbeda secara 

gradual dengan literatur. Literatur merupakan bahan-

bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah 

informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai 

bahan dokumenter.
36

  

Mengenai bahan-bahan dokumen tersebut, Sartono 

Kartodirdjo menyebutkan berbagai bahan seperti; 

otobiografi, surat pribadi, catatan harian, momorial, 

kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/ 

rakyat, foto, tape, mikrofilm, disc, compact disk, data di 

server/ lashdisk, data yang tersimpan di web site, dan 

lainnya. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan 

karya. Bentuk tulisan, seperti; catatan harian, life 

histories, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan, dan 

lainnya. Bentuk gambar, seperti; foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lainnya. Bentuk karya, seperti; karya seni 

berupa gambar, patung, film, dan lainnya.
37

 

Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-

dokumen misalnya Visi dan Misi, struktur organisasi, 

keadaan geografi, keadaan sarana dan prasarana. 

 

5. Pengelola Data 

Dalam penelitian ini tahap pengolahan data sebagai berikut :
38

  

a. Reduksi Data.  

Menurut Sugiyono, reduksi data adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik 

                                                             
36 Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana, 2008), 46. 
37 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : 

Kurnia Kalam Semesta, 2003), 82. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 13. 
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penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh 

tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan 

sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses 

berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan 

kedalaman wawasan yang tinggi. 

b. Penyajian Data (Data Display).  

Setelah mereduksi data, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun 

yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin 

mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono, 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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6. Teknik Analisa Data 

Prosedur analisis data terhadap masalah lebih 

difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya 

(natural setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian 

(verstegen).
39

 Untuk memberikan gambaran data hasil 

penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut :
40

 

a. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk 

deskripsi yang terintegrasi. 

b. Tahap komparasi yaitu merupakan proses 

membandingkan hasil analisis data yang telah 

deskripsikan dengan interprestasi data untuk menjawab 

masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dari hasil 

deskripsi akan dibandingkan dan dibahas berdasarkan 

landasan teori, yang dikemukakan pada bab 2.  

c. Tahap penyajian hasil penelitian yaitu tahap ini dilakukan 

setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan 

diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab masalah 

yang telah dikemukakan peneliti. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang 

pengertian jaminan kesehatan kerja, UU Cipta Kerja, dan hukum 

ekonomi syariah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran 

umum PT Smartfren Tbk Bandar Lampung dan pelaksanaan 

                                                             
39 Susiadi A.S, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 45. 
40 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan 

Karya Ilmiah (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 27. 
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jaminan kesehatan pekerja di Sedangkan penulis fokus pada 

sistem akad jaminan kesehatan bagi pekerja PT Smartfren Tbk 

Bandar Lampung. 

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang pembagian analisa 

pelaksanaan jaminan kesehatan pekerja di PT Smartfren Tbk 

Bandar Lampung dan pandangan hukum ekonomi syariah 

terhadap sistem akad jaminan kesehatan pekerja di PT Smartfren 

Tbk Bandar Lampung. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan 

yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan 

penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus 

ditingkatkan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja 

1. Pengertian Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja 

Jaminan kesehatan memiliki mekanisme yang sama 

dengan asuransi kesehatan. Menurut Prodjodikoro, asuransi 

utamanya asuransi kesehatan adalah sebuah perjanjian yang 

melibatkan dua pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak 

penanggung. Pihak penanggung berjanji untuk mengganti 

biaya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum 

pasti dan tidak terduga. Tanggung jawab pihak tertanggung 

adalah membayar dana atau premi setiap bulannya.
41

 

Namun, karena asuransi kesehatan yang ada di 

Indonesia sebagian besar adalah milik perusahaan swasta, 

maka banyak peraturan asuransi kesehatan komersial yang 

dirasa memberatkan masyarakat. Asuransi adalah suatu 

upaya memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-

kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian 

ekonomi.
42

 

Berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, 

Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Nasional 

yang dilaksanakan oleh pemerintah, cenderung memberi 

beberapa keuntungan. Antara lain, pertama, memberikan 

manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau.
43

 

 Kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip 

kendali biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan 

pelayanan bermutu memadai dengan biaya yang wajar dan 

terkendali. Ketiga, asuransi kesehatan sosial menjamin 

                                                             
41 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), 23. 
42 Azrul Azwar, Pemgantar Administrasi Kesehatan (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1988), 142. 
43 Hadi Setia Tunggal, Seluk Beluk Ketenagakerjaan, (Harvarindo, Jakarta, 

2014), 7 
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sustainabilitas (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan 

yang berkelanjutan).
44

 

Jaminan Kesehatan ditetapkan bahwa yang dimaksud 

dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa 

perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap 

orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 

Pemerintah. Berdasarkan kedua pengertian tentang jaminan 

kesehatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jaminan 

Kesehatan Nasional adalah bentuk jaminan di bidang 

kesehatan yang bersifat wajib, dibuat oleh pemerintah dan 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan berbagai lapisan 

masyarakat di Indonesia dengan menerapkan prinsip kendali 

biaya dan mutu.
45

 

 

2. Tujuan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja 

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa 

jaminan kesehatan pekerja yang dikembangkan di Indonesia 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN). Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan 

agar semua peserta jaminan kesehatan yang meliputi seluruh 

penduduk Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 

dasar kesehatan.
46

 

 

3. Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja 

Jaminan kesehatan bagi pekerja adalah program 

pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS 

                                                             
44 Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual, (Pradnya Paramitha, Jakarta, 

2004), 13. 
45 Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ed. 

Revisi. Cet. 2, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 83. 
46 Hari Supriyanto, Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di 

Indonesia, Cet. I, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013), 40. 
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Kesehatan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. 

Dengan adanya Jaminan kesehatan bagi pekerja ini maka 

seluruh pekerja berkesempatan besar untuk memproteksi 

kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya 

menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan 

mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya.
47

  

Manfaat yang dijamin oleh Program Jaminan 

Kesehatan tertuang dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional serta dalam Pasal 20 Perpres Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan, yaitu berupa pelayanan 

kesehatan perorangan yang komprehensif, mencakup 

pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan 

(rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis abis pakai 

sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pemberian 

manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan 

terkendali mutu dan biaya (managed care).48 

 

B. Asuransi  

1. Pengertian Asuransi 

Usaha perasuransian merupakan salah satu badan 

usaha bergerak dibidang keuangan bukan bank, yang 

menyajikan layanan perlindungan untuk mengatasi risiko-

risiko keuangan dan nantinya akan menggantikan kerugian 

yang diderita dengan memberikan sejumlah uang yang telah 

menjadi kesepakatan bersama.
49

 

Asuransi atau yang dalam bahasa Belanda 

“verzekering” berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang 

terlibat dalam asuransi yaitu pihak yang sanggup 

                                                             
47 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan : Suatu Pengantar, (Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2007), 24 
48 Hari Supriyanto, Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di 

Indonesia, Cet. I, 26. 
49 Nasution Az, Konsumen Dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2005), 8. 
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menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan 

mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia 

derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum 

tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat 

akan terjadinya.
50

 

Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko 

yang melekat pada usaha tertentu, dimana didasari oleh 

aturan -aturan hukum yang didalamnya telah dijelaskan 

bahwa berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu 

Tertanggung (Nasabah) kepada Penanggung (Pihak Asuransi) 

apabila terjadi kerugian tertanggung yang berkepentingan 

akan merasa aman dari ancaman tersebut, sebab jika kerugian 

itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan 

menggantinya.
51

 

 

2. Unsur-unsur Dalam Asuransi 

Berdasarkan definisi mengenai asuransi terdapat 

empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu : 

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk 

membayar uang premi kepada pihak penanggung, 

sekaligus atau secara berangsur-angsur.  

b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan 

membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak 

tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur 

apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak 

tertentu.  

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak 

diketahui sebelumnya). 

                                                             
50 Nasution, Konsumen Dan Hukum (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 

16. 
51 Man Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi, Perlindungan 

Tertanggung,Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian (Bandung: Alumni, 2107), 28. 
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d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami 

kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.
52

 

 

3. Fungsi Asuransi 

Asuransi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan rasa aman dan perlindungan.  

Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman 

dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. 

Yakni , risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, 

kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi 

dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai 

dengan nilai pertanggungan. 

b. Fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain.  

Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagi 

tabungan atau sumber pendapatan. Yakni, selain 

memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif 

total premi yang dibayarkan. 

c. Alat penyebar risiko.  

Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh 

tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, 

sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam 

menjalankan aktivitasnya. Konsekuensi dari penyebaran 

risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar 

oleh pihak tertanggung. 

a. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.  

Nilai pertanggungan dan besarnya premi 

ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah 

pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas 

kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi 

dan nilai pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli 

                                                             
52 Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syari’ah Dalam Praktik, Upaya 

Menghilangkan Gharar, Maisir, Dan Riba (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 10. 
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aktuaria yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan 

dengan perhitungan yang tepat.
53

 

 

4. Manfaat Asuransi 

Asuransi memiliki manfaat sebagai berikut : 

b. Rasa aman dan perlindungan.  

Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang 

dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang 

mungkin akan terjadi. 

c. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.  

Nilai pertanggungan dan besarnya premi 

diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Semakin besar 

nilai pertanggungan semakin besar pula premi yang harus 

dibayar oleh tertanggung.  

d. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh 

kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan 

memperoleh kredit. Besar kredit yang dapat diberikan 

oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai 

dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit 

dari bank diperlukan agunan (berupa rumah, gedung ) 

dan agunan tersebut harus diasuransikan. 

e. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. 

Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur 

tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga 

dan bonus tambahan sebagai perjanjian.
54

 

 

 

 

 

                                                             
53 Khoiril Anwar, Asuransi Syariah, Halal & Maslahat (Solo: Tiga 

Serangkai, 2017), 17. 
54 Muhammad Syafi‟i Antonio, Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful 

Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia (Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, 

2014), 8. 
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C. BPJS Kesehatan 

1. Pengertian BPJS Kesehatan 

Badan Penyelenggar Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disebut BPJS BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum 

yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan perogram jaminan sosial. BPJS menurut 

UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional adalah trasformasi dari badan penyelenggara 

jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan 

dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru 

sesuai dengan dinamika perkembangnan jaminan sosial.
55

 

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawabkan atas 

pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan penggelolan 

program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan 

kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. BPJS 

mengumumkan laporan pengelolan program dan laporan 

keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan 

eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 

(dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara 

nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
56

 

 

2. Peserta BPJS Kesehatan 

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai 

konsumen Jasa layanan kesehatan. Oleh sebab itu berbicara 

mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan lepas dengan 

pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan 

kesehatan. Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondinus 

menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat 

mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir 

                                                             
55 Asih Eka Putri, Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan) (Jakarta: Stiftung, 2018), 8. 
56 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi 

Jaminan (Jakarta: Ind Hill-Company, 2005), 14. 
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dari benda dan jasa, (uiteindelijk gebruiker van goederen en 

deinsten). Berbicara mengenai konsumen, dalam kaitannya 

dengan pembicaraan mengenai hak atas pemeliharaan 

pertawata/pelayanan medis, pasien merupakan konsumen atas 

jasa.
57

 

Kriteria orang yang termasuk kedalam kedua 

kelompok peserta BPJS Kesehatan : 

a. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI): fakir 

miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan 

peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (non 

PBI), terdiri dari: 

1) Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya: 

a) Pegawai Negeri Sipil; 

b) Anggota TNI; 

c) Anggota Polri; 

d) Pejabat Negara; 

e) Pegawai pemerintah non pegawai Negeri; 

f) Pegawai swasta; dan 

g) Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai 

dengan f yangmenerima upah. Termasuk WNA 

yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 

(enam) bulan. 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota 

keluarganya: 

a) Pekerja diluar hungan kerja atau Pekerja 

mandiri; dan 

b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang 

bukan penerima upah. Termasuk WNA yang 
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bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) 

bulan. 

3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya: 

a) Investor 

b) Pemberi Kerja 

c) Penerima Pensiun, terdiri dari:  

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan 

hak pensiun; 

(2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang 

berhenti dengan hakpensiun; 

(3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak 

pensiun; 

(4) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari 

penerima pensiunyang mendapatkan hak 

pensiun 

(5) Penerima pensiun lain; dan  

(6) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari 

penerima pensiun lain yang mendapatkan 

hak pensiun. 

(7) Veteran;  

(8) Perintis Kemmerdekaan;  

(9) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari 

Veteran atau Perintis Kemerdekaan.
58

 

  

                                                             
58 Ibid., 33. 
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3. Iuran BPJS Kesehatan 

Tabel 2.1 

Besar Iuran BPJS Kesehatan 

No Kelas Besar Iuran/orang/bulan 

1 1 Rp 150.000 

2 2 Rp 100.000 

3 3 Rp   35.000 

 Sumber :BPJS Kesehatan Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa besar iuran 

BPJS Kesehatan yaitu untuk fasilitas Kelas 1 sebesar Rp 

150.000,00 per orang per bulan, Kelas 2 sebesar Rp 

100.000,00 per orang per bulan, dan Kelas 3 sebesar Rp 

35.000,00 per orang per bulan. 

 

D. Konsep Akad-Akad BPJS Kesehatan 

1. Akad Tabarru 

Akad yang digunakan dalam pembentukan BPJS 

adalah akad tabarru. Akad tabarru adalah semua bentuk 

yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-

menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
59

 Dalam 

akad tabarru, mutabarri (peserta BPJS) memberikan derma 

dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan 

yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.
60

 Penderma yang 

ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti 

firman Allah QS al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi : 
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60 Ibid., 16. 
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بْعَ  ْْۢبَتتَْ س َ ِ كََثَلَِ حَبَّةٍ اَه يْنَ ينُْفِقُوْنَ اَمْوَامهَمُْ فِِْ سَبِيْلِ الّلّٰ ِ مَثلَُ الََّّ

ُ وَاسِعٌ  َّشَاۤءُ  وَالّلّٰ ُ يضُٰعِفُ مِمَنْ ي ائةَُ حَبَّةٍ   وَالّلّٰ ْْۢبُلٍََ مِّ نَابِلَ فِِْ كُِّ سُن س َ

 ٥٦٢علَِيٌْْ 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat setus biji Allah 

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang ia kehendaki. 

Allah maha luas (karunia-nya)lagi maha mengetahui.” (QS. 

Al-Baqarah (2) : 261). 

Tabarru’ berasal dari kata tabarra’a- yatabarra’u- 

tabarru’an, artinya sumbanga, hibah, dana kebajikan, atau 

derma. Orang yang memberi sumbangan disebut mutabarri’ 

atau dermawan.
61

 Tabarru’ merupakan pemberian sukarela 

seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang 

mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari 

pemberian kepada orang yang diberi.
62

 

Jumhur ulama mendefinisikan tabarru’ dengan akad 

yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang 

dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain 

secara sukarela. Niat tabarru’ dalam akad BPJS adalah 

alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam 

melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh 

Allah Swt.
63

  

Dalam konteks akad BPJS tabarru’ bermaksud 

memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan 

saling membantu di antara sesama peserta takaful (BPJS 

Kesehatan) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. 

Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana 
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tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika 

akan menjadi peserta BPJS, untuk kepentingan dana 

kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam 

tabarru’, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan 

sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari 

orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt.
64

 

Dalam akad tabarru’ peserta memberikan hibah yang 

akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena 

musibah. Sedangkan, BPJS hanya bertindak sebagai 

pengelola. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk 

membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat 

dianjurkan dalam agama Islam.  

 

2. Akad Wakalah bil Ujrah 

Akad wakalah bil-ujrah adalah salah satu bentuk akad 

dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan 

asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian dengan 

imbalan pemberian ujrah (fee). Artinya peserta BPJS 

Kesehatan mewakilkan kepada BPJS Kesehatan untuk 

mengelolakan dana iurannya dengan pemberian ujrah (fee). 

Alasan kenapa menggunakan akad wakalah bil-ujrah 

dikarenakan biaya-biaya yang dikelurkan oleh BPJS 

Kesehatan untuk memperlancar operasional BPJS Kesehatan 

diambilkan dari dana iuran peserta BPJS Kesehatan.
65

 

Dana operasional adalah bagian dari akumulasi iuran 

jaminan sosial serta hasil pengembangan yang dapat 

digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional 

penyelenggaraan program jaminan sosial. Di dalam transaksi 

yang berjalan saat ini BPJS berhak memperoleh dana 

operasional untuk penyelenggaraan program jaminan sosial. 

Dan operasional bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau 

sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Dengan kata lain, dana opeasional BPJS bersumber 

dari aset BPJS dan aset DJS.
66

 

Dana operasional BPJS digunakan untuk membiayai 

operasional penyelenggara progrma jaminan sosial, yang 

terdiri dari biaya personel dan biaya non personal. Direksi 

BPJS menetapkan jenis dan besaran biaya personel dan biaya 

non personil. Biaya personel mencakup gaji, upah dan 

manfaat tambahan lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi, 

dan karyawan BPJS. Presiden menetapkan gaji atau upah dan 

manfaat tambahan lainnya serta intensif bagi anggota dewan 

pengawas dan anggota direksi BPJS.
67

 

Akad wakalah atau wikalah berarti penyerahan, 

pendelegasian atau pemberian mandat. Al-wakalah atau al-

wikalah bermakna at-tafwidin, yaitu penyerahan suatu 

pekerjaan, pendelegasian, pemberian mandate dari seseorang 

kepada orang lain untuk menggantikannya melakukan 

pekerjaan itu. Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan 

atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan 

dari satu pihak kepada pihak lain. Pernyataan ijab dan qabul 

dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak 

boleh dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi perlu 

dikemukakan bahwa wakalah bukanlah akad yang berlaku 

abadi, tetapi bisa menjadi batal atau dibatalkan.
68

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI), setelah menimbang bahwa dalam rangka 

mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk 

mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan 

kekuasaan oleh siuatu pihak lain dalam hal-hal yang boleh 

diwakilkan, praktik wakalah pada Lembaga BPJS Kesehatan 

dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa kepada 
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peserta BPJS Kesehatan, praktik wakalah tersebut dilakukan 

sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman 

oleh BPJS Kesehatan.
69
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